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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Kelas 
IA Padang, diketahui bahwa : 
1. Yang menjadi faktor pendorong bagi Pegawai Negeri Sipil melakukan 
permohonan izin Poligami pada perkara Nomor : 0496/Pdt.G/2014/PA.Pdg 
adalah karena istri dari Pemohon mendapatkan cacat badan atau penyakit 
badan yang tidak dapat disembuhkan. Pada perkara kedua yaitu perkara 
Nomor : 0516/Pdt.G/2015/PA.Pdg  adalah karena istri dari pemohon tidak 
dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Maksudnya istri tidak dapat 
menjalankan kewajiban untuk membentuk rumah tangganya yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami 
adalah kebenaran dari fakta-fakta yang dijelaskan oleh Pemohon untuk 
melakukan poligami. Apabila fakta tersebut benar, maka Hakim akan 
mengabulkan permohonan tersebut. Untuk membuktikan kebenaran fakta-
fakta yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dapat 
membuktikannya. Namun apabila tidak cukup alasan untuk membuktikan 
kebenaran fakta yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan menolak 
permohonan tersebut. 
  
3. Kendala pengajuan permohonan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
ingin melakukan izin poligami adalah sulitnya mendapatakan izin dari atasan 
setelah mendapat izin dari istri dan disetujui oleh Pengadilan Agama. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Poligami bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut : 
1. Bagi Pemohon (Pegawai Negeri Sipil) harus mampu berbuat adil, seperti 
penjelasan yang ada didalam surat An - Nisa ayat 3, Undang - Undang Nomor 
1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. 
2. Bagi semua Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami, harus 
secara sah, karena Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah mengatur dan memperbolehkan 
Poligami dengan mematuhi persyaratan yang ditentukan. 
3. Bagi istri yang suaminya melakukan poligami tanpa persetujuannya dan tanpa 
izin pengadilan, hendaknya istri tersebut tidak hanya diam saja dan pasrah 
dengan kedaan. Seorang istri yang dipoligami tanpa izin dan tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan upaya 
hukum berupa pembatalan perkawinan. 
  
4. Bagi para atasan Pegawai Negeri Sipil hendaknya lebih memperhatikan 
dipenuhinya syarat-syarat poligami sebelum memberikan izin poligami juga 
memberikan nasihat kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan 
permohonan poligami agar tidak terjadi poligami yang tidak sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
 
 
